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ABSTRAK 

 

Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan 
Dakyat Daerah (DPRD) yang mengawasi tentang pelaksanaan APBD dan 
Peraturan Daerah lainnya. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 
dimaksudkan untuk mengetahi apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan 
dan ditetapkan bersama dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan 
wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun yang 
menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran dan upaya DPRD Kabupaten 
Purworejo dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2012, dan 
apa saja hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD menurut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan 
studi lapangan (field research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung   
di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Demi 
mendapatkan validitas data dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa 
metodologi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.  Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang kemudian dianalisis dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian bahwa DPRD Kabupaten Purworejo telah melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator keberhasilan 
dari pengawasan tersebut adalah dari kenaikan PAD sebesar 106,96%. Adapun 
upaya lain yang dilakukan antara lain: Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat 
Bamus, Rapat Banggar, Rapat Komisi, Kunjungan Kerja, Melakukan kunjungan 
lapangan, Melakukan Masa Resses. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi 
faktor pendukung antara lain: Adanya tugas dan wewenang, terjalinnya kerjasama 
dengan Pemerintah Daerah, Adanya Sekretariat dewan, adanya peraturan tata 
tertib DPRD. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya 
keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas/ peralatan, faktor intern lembaga, faktor 
ekstern lembaga. 
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BAB I 

PENDAHAULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari 

pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 18 ayat 2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi 

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan1.” 

Sistem pemerintahan di atas terjadi karena Indonesia sedang berada di 

tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi 

dan Kabupaten/ Kota yang mana pemerintah daerah adalah merupakan 

perpanjangan tangan pusat di daerah. Namun meskipun demikian hal ini dapat 

memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh 

pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih 

besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan 

amanat Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas. 
                                                            

1  Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur 

secara tegas dan jelas dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2008 Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom 

juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan 

Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak 

otonomi. 

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah 

adalah untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008, 

otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/ Kota. 

Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat 

diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi 

diterapkan secara terbatas. 

Pemerintahan daerah adalah sebagai penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
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tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam pelaksanaanya, Pemerintah Daerah mempunyai badan perwakilan 

daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD.  DPRD merupakan lembaga 

perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi, dan anggaaran . 

Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat 

kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

sehingga kedua lembaga ini saling mendukung satu dengan yang lain. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang 

sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD 

selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan 

Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) adalah sama, yang 

membedakan adalah fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajibannya. 

Oleh sebab itu sesama unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sudah 

semestinya membangun hubungan kemitraan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang baik. 

Fungsi Pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi 

legsilasi karena pada dasarnya objek sebuah pengawasan adalah menyangkut 

pelaksanaan dari Perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang 
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tertuang dalam perda tersebut2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 

DPRD mempunyai hak-hak dan kewajiban yang khusus yang dapat 

mendukung kinerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di daerah. Seperti 

meminta pertanggung jawaban kepala daerah dan meminta keterangan kepada 

pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD. 

Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Walikota kepada DPRD. 

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD, pengawasan ini dimaksudkan agar 

pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang 

telah disepakati dalam perda tentang APBD. Pengawasan tersebut juga 

dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan 

anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek. Pengawasan dewan 

terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunanaan anggaran tetapi 

juga pada sisi pemasukan dan pendapatan, agar pemerintah terdorong untuk 

melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah.3 

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD)  sudah 

semestinya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan 

skala prioritas dan dalam pelaksanaan nya harus tepat dan terarah.  Menurut 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah disebutkan dalam ketentuan umum  

Pasal 1 ayat 17 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang kemudian 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

                                                            
2  Inosentius Samsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, (Jakarta: Adeksi, 2006), 

hlm 73 
3  Ibid., hlm 74 
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dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”4 APBD merupakan 

salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya dalam 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. 

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara 

kesatuan, Otonomi Daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang 

berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah 

kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Daerah.5 

Masalah yang sangat penting di Daerah Otonom adalah masalah 

keuangan yang menjadi sumber hidupnya bagi daerah, bahkan yang menjadi 

salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah 

Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan 

keuangan daerah berakibat kepada lemahnya instrument di daerah untuk 

mengembangkan pembangunan daerah. Makin besar jumlah uang yang 

tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat 

dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya 

guna pemakaian uang tersebut.6 

                                                            
4 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah  Pusat dan Daerah 
5 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hlm 3  
6 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm 67 
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Negara Indonesia memiliki keberagaman suku dan keraifan lokal sangat 

cocok untuk diterapkan otonomi daerah yang menunjang perekonomian daerah 

khsusunya dalam APBD. Kabupaten Purworejo merupakan salah kabupaten 

yang berkembang dengan berbagai sektor. Sektor Perkebunan dan pariwisata 

menjadi salah satu faktor hal  dalam pengembangan daerah tersebut. 

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Purworejo memilik unsur-unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara khusus telah 

memisahkan hak-hak DPRD dalam melaksanakan, tugas, peran, serta 

kewenangannya dalam mengatur otonmi daerah. Dalam penjelasan umum dari 

undang-undang tersebut dapat diambil makna pemisahan Pemerintah Daerah 

dengan DPRD adalah untuk memperdayakan DPRD dan meningkatkan 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Oleh sebab itu, maka DPRD 

diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta 

menyalurkan aspirasi dari masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah 

dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. 

Letak kabupaten Purworejo yang sangat stategis di antara jalur-jalur 

menuju kota seperti jalur Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang, 

Pembangunan infrastruktur jalan menjadikan sorotan yang utama. Dikarenakan 

akses jalan menjadi hal yang utama dalam aktifitas kegiatan sehari-hari 

masyarakat Purworejo. Meskipun dari tahun ke tahun APBD Purworejo 

mengalami peningkatan, akan tetapi pembangunan infrastruktur belum bisa 
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semaksimal mungkin. Hal tersebut berdampak dengan jalur tempat-tempat 

wisata di Purworejo, pada dasarnya bahwa Sektor Pariwisata akan menambah 

Pendapatan Asli Daerah, namun dalam kenyataannya dalam pengembangan 

sektor pariwisata belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya 

beberapa faktor, salah satunya pembanguan infrastuktur menjadi sorotan 

penting. Berkaitan dengan pelaksanaan APBD tentu saja sangat berperan 

penting dalam penyusunan dan penetapan APBD.  

Pada Tahun 2011 menurut Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo secara keseluruhan pendapatan 

daerah dapat tercapai sebesar 103,36% atau Rp. 1.013.075.365.617,00 yang 

berarti terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp 32.939.718.322,00 dari 

target yang dianggarkan sebesar Rp. 980.135.647.293,00. Realisasi pendapatan 

yang melebihi target antara lain berasal dari kenaikan PAD sebesar 115,34% 

dari target, yang ditopang oleh pencapaian di atas target dari Hasil Pajak 

Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah7.  

Dari informasi di atas, maka dapat dijadikan pedoman oleh DPRD 

Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada 

Tahun 2012 dan mengenai beberapa masalah dan kendala dalam meningkatkan 

serta mengembangkan beberapa sektor-sektor potensi yang ada di Kabupaten 

Purworejo yang dapat mendukung untuk menambah pendapatan daerah.  

Beberapa kendala dan masalah yang di anggap menghambat dalam 

peningkatan pendapatan daerah haruslah cepat ditangani dan harus ada upaya 
                                                            

7  Sumber: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten 
Purworejo Tahun 2011. 
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yang nyata. Di sisi lain potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Purworejo 

harus tetap diperhatikan dan dikembangkan, hal tersebut tidak lain akan 

berdampak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi dalam 

mewujudkan hal tersebut, harus adanya kerjasama yang harmonis antara 

Pemerintah Daerah dengan masyarakat Purworejo. 

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai tugas sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan umum Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan 

bahwa: DPRD mempunyai tugas antara lain: (a) tugas legislasi, (b) tugas 

pengawasan, (c) tugas anggaran.8 Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka 

DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak nya. 

Dalam menjalankan fungsinya, prosedur kerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) seyogyanya mendukung kelancaran aktifitas para anggota dan 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyalurkan 

serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, sebagai wujud 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak 

langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari waktu ke waktu. Pelaksanaan fungsi-

fungsi dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan dalam 

                                                            
8 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 



9 
 

rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data dan informasi yang lengkap 

serta tenaga teknis yang lebih terampil profesional. 

Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin 

terlaksananya segala ketentuan undang-undang, peraturan, keputusan, 

kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri.  

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah ( DPRD ) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan 

atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera 

menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor pengambat 

pembangunan di daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola 

serta memunculkan potensi-potensi daerah yang merupakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan di 

daerah tersebut. 

Akan tetapi yang akan menjadi titik persoalan, apakah pengawasan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan 

pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah)9, sehingga tercapai 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan 

                                                            
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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pengeluaran daerah yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah, 

insfrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainnya. 

Dari Uraian di atas maka dapat ditemukan permasalahan bagimana peran 

DPRD Kabupaten Purworejo dalam upaya optimalisasi pelaksanaan APBD 

pada tahun 2012. Jika di lihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya 

sebagai implementasi dari tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi 

daerah belum sepenuhnya semaksimal terealisasi. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam 

mengoptimalkan pelaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012? 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh 

DPRD Kabupaten Purworejo  dalam upaya mengoptimalkan pengawasan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

2012? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh DPRD 

Kabupaten Purworejo  dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

2012. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja 

yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam upaya 

mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh 

almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum 

pada umumnya khususnya dalam Hukum Tata Negara. 

2) Bermanfaat bagi penyusun dalam bidang Ilmu Hukum pada 

khususnya, terutama ilmu Hukum Tata Negara. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan wacana pada pemikiran dalam memahami ilmu 

hukum secara teoritis dan realisasi yang ada di lapangan. 

2) Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 

mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Purworejo. 

D. Telaah Pustaka  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang 

membahas tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) banyak 
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sekali pada saat ini, terutama tentang fungsi pengawasan. Namun, untuk 

mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun 

berusaha untuk melakukan rewiew terhadap litelatur yang ada kaitannya 

dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, di antaranya:  

Pertama Penelitian Skripsi Yulius. C.R. Ratu dengan judul “Peranan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi 

Pengawasan Di Kabupaten Ngada”10 dalam Skripsi tersebut menjelaskan 

tentang Peran DPRD Kabupaten Ngada yang menjalankan salah satu fungsi 

pengawasan dengan kegiatan berupa kunjungan kerja, rapat komisi, rapat 

dengar pendapat, maupun rapat kerja  

Kedua Skripsi oleh Khoirul Hidayati dengan Judul “Optimalisasi 

Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”11 dalam Skripsi tersebut menjelaskan 

tentang Peran DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan 

dan upaya-upaya yang telah dilakukan. 

Ketiga Penelitian Skripsi Kiki Rizki Altalata dengan judul “Peran DPRD 

Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Legislasi”12 (Studi 

Lapangan di Kabupaten Magelang) dalam Skripsi ini menjelaskan tentang 
                                                            

10 Yulius. C.R. Ratu “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Melaksanakan 
Fungsi Pengawasan Di Kabupaten Ngada”  dalam  Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMD Akademik 
Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta  2003. 

11 Khoirul Hidayatai “ Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Tahun 2007 Oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Menurut Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004” dalam  Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2009. 

12 Kiki Rizki Altalata “Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Dan Fungsi 
Legislasi (Studi Lapangan Di Kabupate Magelang) dalam  Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMD 
Akademik Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta  2006. 
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Kapasitas dan Kapabilitas anggota DPRD Magelang dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan dan legislasi. 

Keempat Penelitian Skripsi Nurul Uswatul Hasanah dengan judul “ 

Fungsi Pengawasan DPRD Provisni DIY Terhadap Laporan 

Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011”13 

dalam skripsi ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY 

terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur DIY terhadap APBD tahun 

anggaran 2009-2011. 

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas belum ada yang 

membahas tentang Peran DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi 

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

Tahun 2012. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana peran DPRD 

Kabupaten Purworejo dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, upaya-upaya yang telah dilakukan 

dan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan perannya. Namun, 

meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan sebagai 

rujukan untuk membah analisa nantinya. 

E. Kerangka Teoretik 

Landasan teori atau dasar pemikiran adalah suatu uraian yang 

menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam perumusan masalah sehingga 

                                                            
13  Nurul Uswatul Hasanah “Fungsi Pengawasan DPRD Provisni DIY Terhadap Laporan 

Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011” dalam Skripsi  Ilmu 
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. 
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dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian dalam konsep yang 

tepat. 

1. Teori Trias Politica 

 Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut 

diberbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, 

kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur 

kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang 

berbeda.Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah Trias Politica adalah 

sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua 

atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau 

kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga 

merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya 

tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan 

kekuasaan.  

Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama 

kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil 

Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya 

L’esprit des Lois (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di 

berbagai negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga macam kekuasaan: 

(a) Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang, (b) 

Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, (c)  

Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang. 
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Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak 

melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem checks and 

balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam checks and 

balances system, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan 

mengontrol. Checks and balances system merupakan suatu mekanisme yang 

menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka 

mewujudkan demokrasi14. 

Teori teori dalam Trias Politica di dasari dengan teori fungsi legislatif, 

fungsi eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke maupun 

Montesqiueu15. 

a) Lembaga Legislatif 

Dilihat dari kata Legislate yang bermakna lembaga yang bertugas 

membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat 

undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau 

badan parlemen. Pernyataan ini didasari oleh teori kedaulatan 

rakyat yaitu teori yang bertentangan dengan teori monarki dan 

absolutisem. Jadi hakikatnya badan legislatif digunakan untuk 

mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat 

atau presiden. 

                                                            
14  Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/trias-politica/, diakses pada 5 Januari 

2014 Waktu 20.30 WIB. 
15  Sumber: http://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/, diakses pada 5 

Januari 2014 Waktu 20.30 WIB. 
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b) Lembaga Eksekutif 

Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan 

pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, 

pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang 

menurut Meriam Budiardjo mencangkup  bidang Diplomatik: 

menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara 

lainnya. Bidang  Administratif: melaksanakan peraturan serta 

perundang-undangan dalam administrasi negara. Bidang  Militer: 

mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan 

melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung. Bidang 

Legislatif: membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. 

Bidang  Yudikatif: memberikan grasi dan amnesti. 

c) Lembaga Yudikatif 

Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik Trias 

Politica yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang 

menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. 

Fungsi Lembaga Yudikatif  adalah sebagai alat penegakan hukum, 

penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum 

sesuai atau tudak dengan UUD dan landasan Pancasila, serta 

sebagai hak penguji material. 
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2. Teori Pengawasan 

Pengawasan muncul ketika trias politica (distribution of power) 

memisahkan kekuasan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.16 Dengan 

adanya pemisahan kekuasan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing 

bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu 

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing 

bidang harus dibatasi kekuasaanya di bidang-bidang tertentu. 

Pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan seberapa jauh untuk hasil 

pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah di tentukan 

untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, 

kekurangan serta kegagalan sehingga dapat diambil tindakan untuk dijadikan 

bahan evaluasi. 

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh DPRD 

atau parlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dalam sistem 

representatif government pengawasan merupakan kekuasaan asli (original 

power) parlemen. Oleh karena itu sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai 

pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daripada objek lembaga perwakilan 

rakyat yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Fungsi 

pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata kepemerintahan yang baik 

(good government) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan 

pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebi banyak terjadi dalam 

                                                            
16  Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm . 

382. 
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pemerintah. Diantara tiga fungsi DPRD (anggaran, pengawasan, legislasi) 

maka fungsi kontrol/ pengawasan merupakan fungsi DPRD yang sampai saat 

ini memiliki banyak penafsiran dan perbedaan dalam implementasinya ada 

yang menilai bahwa pengawasan yang dilakukan pada era perubahan terlalu 

ketat atau malahan terlalu longgar padahal check and balance dibutuhkan bagi 

penyelenggara pemerintah yang baik (good government) 

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 14 

adalah Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 17 

Dalam rangka pengawasan APBD, ini memberikan posisi yang kuat 

kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bukan hanya APBD 

yang harus ditetapkan dengan Perda melalui persetujuan APBD, tetapi juga 

segala tindakan yang memberi beban keuangan kepada rakyat seperti pajak, 

retribusi dan lainnya. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda 

disebutkan dalam Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta 

cara pengawasan.18 

                                                            
17 Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
18  Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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3. Teori Kewenangan 

Di dalam fungsi terdapat suatu kewenangan dan tugas, agar suatu badan 

dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan sebuah kewenangan yang 

bersumber dari peraturan-peraturan tersebut yang diperoleh melalui cara 

atribusi, delegasi, mandat. 

Sebagian besar konstitusi yang dianggap mengandung prinsip pemisahan 

kekuasaan memberi kewenangan kepada pimpinanan departemen pemerintah 

untuk membuat norma-norma umum menggantikan organ legislatif, tanpa 

suatu wewenang khusus yang berasal dari organ ini dalam bentuk suatu” 

Undang-undang pemberian wewenang” yang disebut ermachtigungsgesetz19. 

Kompetensi legislatif yang diberikan kepada departemen pemerintah 

terkadang sangat luas, maka terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai 

kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, membuat, 

menerapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, pengawasan 

maupun penegakan hukum. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian  

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penyusunan peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam 

optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2012 yaitu:  

a. Jenis penelitian  

                                                            
19 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm . 

384 
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Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten 

Purworejo dengan mengambil data dari lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang obyeknya dari lapangan dengan 

menggunakan data-data barupa wawancara, observasi, dokumen-

dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan hukum lainnya 

yang berkaitan dengan judul penelitian. 

b. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana 

hukum yang ada dalam Undang-undang diterapkan dalam lembaga 

legislatif Kabupaten Purworejo  melalui hasil observasi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang 

diteliti. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang  

gambaran objek yang diteliti20. 

3. Jenis Data 

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data 

sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari 

                                                            
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

1986), Hal 10 
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sumbernya. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya tetapi diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen.21 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder di bawah ini: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa 

penjelasan dan keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak 

terkait dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini wawancara dilakukan 

dengan Bapak Muhamad Abdullah Wakil Ketua II DPRD dan Bapak 

Nurhadi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya 

tetapi diperoleh dari dokumen, bahan-bahan pustaka, literatur, makalah 

tentang hal berkaitan dengan masalah yang diteliti ini. 

4. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari orang 

(responden/ informan) atau suatu peristiwa. Dalam penelitian ini 

penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Muhamad Abdullah 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Nurhadi Anggota 

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo. 

                                                            
21  Ibid..... Hal 51 
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Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang    

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. . 

5. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

DPRD 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD 

9. Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo 

10. Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Purworejo 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2011-2015 Kabupaten Purworejo. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari 

Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo. 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini, melakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka  

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun 

tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang 
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berisikan berbagai pengertian dan pendapat dari para ahli tentang 

penyusunan skripsi ini. 

b. Wawancara ( Interview ) 

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan 

secara lisan juga oleh informan. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang 

mengetahui permasalahn yang diteliti. Penyusun melakukan 

wawancara dengan Bapak Muhamad Abdullah Wakil Ketua II 

DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Nurhadi Anggota Badan 

Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo 

c. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik 

ini dapat memperoleh informasi-informasi dari bermacam-macam 

sumber tertulis atau dokumen. Data Dokumentasi yang digunakan 

adalah data dokumen yang berhubungan dengan peran DPRD 

Purworejo dalam pelaksanaan APBD, seperti arsip-arsip dan 

dokumen atas pertanggungjawaban kinerja DPRD Kabupaten 

Purworejo Tahun Anggaran 2012. 

6. Pengolahan dan Teknik Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan 

pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan 
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pengeditan data agar data yang sesui dengan permasalahan yang 

dikaji pada akhir dari pengolahan data sehingga siap dipakai untuk 

dianalisis 

b. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

deskripstif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat 

dengan kerangka berfikir deduktif. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini disusun dalam lima bab, 

dengan tata urutan sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian pemikiran 

yang saling mengikat. Adapun isi Bab I sampai dengan dengan Bab V adalah 

sebagai berikut : 

Bab Pertama Pendahuluan dalam pendahuluan ini di kemukakan subbab-

subbab mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan munculnya 

masalah yang diteliti. Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap 

apa yang ada dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian 

merupakan yang ingin dicapai dalam peneitian ini. telaah pustaka, kerangka 

teoretik dan metode penelitian. 

Bab kedua Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tinjauan teoretik yaitu berisi 

tentang tinjauan umum tentang DPRD, Fungsi Pengawasn, APBD dan 

sebagianya untuk mempermudah memahami pokok-pokok permasalahan yang 

akan dibahas selanjutnya. 
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Bab ketiga Hasil Penelitian Dalam bab ini penyusun kemukakan hasil–

hasil penelitian yang menjelaskan tentang alat kelengkapan, Program 

pembangunan daerah, Arah kebijakan umum tentang APBD, serta Peran 

DPRD  Kabupaten Purworejo Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 

2012. 

Bab keempat Analisa Peran DPRD Kabupaten Purworejo Dalam 

Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012, bab ini 

menganalisis terhadap peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam 

mengoptimalkan  pengawasan pelaksanaan APBD dan faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut. 

Bab kelima Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi materi 

kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang 

mengemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang 

menyampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai peran DPRD dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten 

Purworejo, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Purworejo Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik. Fungsi 

Pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan agar 

dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja 

Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat Kabupaten Purworejo. Fungsi Pengawasan ini menunjukan 

terwujudnya dalam tata lembaga pemerintahan, dimana DPRD sebagai 

unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah telah menjalankan tugas 

pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini 

adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke 

tahun meskipun tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Akan 

tetapi sangat disayangkan, sampai saat ini DPRD Kabupaten Purworejo 

belum mempunyai peraturan yang mengatur tentang mekanisme 

pengawasan secara rinci yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten 

Purworejo. Hal itu tentunya untuk menghindari terjadi perbedaan 

pemahaman yang salah dalam menjalankan tugas pengawasan. Dimana 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

masih menjadi acuan oleh DPRD Kabupaten Purworejo tidak secara rinci 

lebih lanjut mengenai batasan-batasan dan cara pengawasan. 

2. Upaya-Upaya lain yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Purworejo 

terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2012 untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dengan melakukan antara lain: 

Menggelar rapat dengan pihak Eksekutif, Rapat Badan Anggran, Rapat 

Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Paripurna, Menggelar 

Kunjungan Kerja, Menggelar Kunjungan Kerja Panitia Khusus, 

Mengoptimalkan Masa Reses. 

3. Selain itu DPRD Kabupaten Purworejo juga mengalami adanya beberapa 

permasalahan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD belum 

semaksimal mungkin. Kendala tersebut seperti halnya faktor yang terjadi 

di dalam lembaga dan diluar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas 

Sumber Daya Manusia, keterbatasan fasilitas dan peralatan. 

B. Saran-Saran 

1. Hendaknya DPRD Kabupaten Purworejo menambahkan lembaran di 

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo tentang 

tambahan lembar yang mengatur secara rinci tentang mekanisme 

pengawasan yang di lakukan oleh pihak DPRD 

2. Anggota DPRD sebaiknya selalu ingat dan sadar atas tugas dan 

kewajibannya sebagai wakil dari rakyat sesuai daerah pilihannya masing – 
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masing untuk membawa aspirasi masyarakat dan harus bisa 

memperjuangkan kehendak rakyat sehingga bisa mewujudkan apa yang 

diinginkan oleh masyarakat, tentunya ini merupakan sebagai bentuk 

tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan kepada Tuhannya. 

3. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Tata Tertib, 

Kode Etik dan sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai 

acuan tolak ukur dalam melaksanakan tugasnya agar dalam melaksanakan 

tugas bisa semaksimal mungkin. 

4. Untuk memaksimalkan pengawasan pihak DPRD sebaiknya melakukan 

bimbingan teknis dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk menambah 

wawasan guna memaksimalkan akan tugas dan tanggungjawab sebagai 

wakil rakyat. 

5. Berperan aktif dalam setiap tugasnya dan mendedikasikan segala 

kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk 

masyarakat sesuai tugasnya dalam masing-masing komisi di DPRD 

Kabupaten Purworejo. 

6. Dalam usaha untuk memberdayakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Purworejo, hendaknya infrastruktur lain seperti peran 

pers, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga 

ilmiah yang ada di daerah diberikan kesempatan ikut serta memberikan 

kritik, saran, informasi dan pengetahuan yang berguna mengembangkan 

wawasan dan pemahaman yang lebih luas bagi anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat dan juga diikutsertakan melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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